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Abstrak 
Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian 
Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang 
dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian 
sengketa tanah adat dan kepada pihak siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi 
oleh para pihak didalam kampung tersebut. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
sengketa tanah adat masyarakat hukum adat dan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan hukum 
kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat khususnya dalam 
hal ini peran kepala kampung dalam membantu para pihak yang bersengketa dan juga tetap berlandaskan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara 
penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 juli 2024 yang 
dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman 
kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah adat baik di kampung sendiri ataupun antara 
kampung yang satu dengan kampung yang lainnya dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk 
penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Kata Kunci – peran, kepala kampung, penyelesaian sengketa, tanah adat. 
 

Abstract 
This community service is carried out with the title Socialization of Law Regarding the Role of Village Heads in 
Resolving Customary Land Disputes in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency, activities 
carried out to partners due to cases from partners regarding misunderstandings regarding the resolution of 
customary land disputes and to which party can help resolve disputes that occur by the parties in the village. The 
aim is to find out the factors that cause customary land disputes in customary law communities and to provide 
understanding and legal assistance to partners on how to resolve customary land disputes in customary law 
communities, especially in this case the role of village heads in assisting the disputing parties and also still based 
on applicable laws and regulations. The method of implementing this community service is carried out by applying 
IPTEKS through lectures and discussions held on Saturday, July 20, 2024 which was held at the Asei Besar 
Village Hall. The output of this service is to provide partners with an understanding of the things that cause 
customary land disputes both in their own village or between one village and another and to provide legal 
assistance to partners to resolve customary land disputes within the customary law community based on 
applicable laws and regulations. 
Keywords- Role, village head, dispute resolution, customary land. 



Victor Th. Manengkey et al, Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian 
Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura 

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license 

      Hal | 5141 

PENDAHULUAN 
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, 

sehingga hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Tanah dewasa ini semakin 
meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya keperluan lain yang 
berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga 
dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa 
menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya 
jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut (Florianus S.P Sangsun, 2008). 

Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan objek bisnis, karena 
mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, 
dijadikan jaminan hutang, bahkan manusia diciptakan dari tanah dan ketika meninggalpun 
dikembalikan (dikubur) ke dalam tanah, sesuai hukum kodrat alamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa. Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, 
karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih 
menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan 
(Soerojo Wingjodipoero, 1973). 

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi 
antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan 
dan atau status kepemilikan (Nasrun Hipan. et.al, 2018). Sengketa yang timbul dari interaksi sosial 
masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang 
dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih 
kompleks (Riska Fitriani, 2012). Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik 
kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain: Rakyat berhadapan dengan birokrasi, 
Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta dan 
Konflik antara rakyat (Maria S.W.Sumardjono, 2005). Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal 
sebagai “hak ulayat”, yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum 
dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang 
disebut tanah ulayat yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi 
kelangsungan hidup masyarakat adat. 

Disamping itu, menurut kenyataannya terdapat tiga macam tanah ulayat berdasarkan 
penguasaannya, yaitu : 1) tanah ulayat nagari, 2) tanah ulayat suku, dan 3) tanah ulayat kaum. Dalam Pasal 
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara 
negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-
baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan 
dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Begitupun juga dalam Pasal 28I ayat (3) (Amandemen 
Kedua) menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 

Sesuai Pasal 4 UUPA dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara.ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi.Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu.permukaan 
bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar dan dapat dihaki. Masyarakat 
hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam 
kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat (Djamanat 
Samosir, 2013). 
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Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum 
yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan 
dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar 
pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah 
masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau 
diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang 
sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya 
sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Masyarakat 
hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang 
tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola- pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh 
dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur 
pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi 
apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. 

Secara hukum adat tanah ulayat/tanah adat ini diserahkan pengelolah dan pemanfaatannya 
kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak 
lama sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan 
sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu 
yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat 
dijaga oleh masyarakat. 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya 
memberikan pengertian sebagai berikut : 
a. Didalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “ Hak ulayat yang serupa untuk masyarakat hukum 

adat (selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh 
masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah  yang merupakan lingkungan hidup untuk 
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah 
turun temurun dan tidak putus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang 
bersangkutan. 

b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “ Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terhadap 
hak suatu masyarakat hukum adat tertentu”. 

c. Pasal 1 angka 4  menyatakan bahwa: ” Masyakarat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang 
hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang 
tinggi antara para anggotanya.” 

d. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: “Hak ulayat adalah hak persetujuan yang dipunyai oleh 
masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah merupakan lingkungan hidup para warganya 
yang meliputi hak untuk manfaatkan tanah, hutan, dan air serta isi sesuai dengan  peraturan 
perundang-undangan”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan 
perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam 
Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”. Keduanya mengandung pengertian tentang 
adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat 
dibedakan.Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata 
“dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa, Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. 
Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara 
kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan 
negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat 
bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional 
maupun internasional. 



Victor Th. Manengkey et al, Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian 
Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura 

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license 

      Hal | 5143 

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang 
kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi 
menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam 
konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang 
terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan 
dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi 
oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. 

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih 
dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin 
merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses 
secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme Alternaltif Penyelesaian 
Sengketa atau Alternative Dispute Resolution yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia 
hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian 
masalah. Mekanisme tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum serta pernah dipraktikkan di 
Indonesia walau jarang disadari. Mekanisme tersebut juga memiliki potensi untuk semakin 
dikembangkan di Indonesia. 

Peran pemerintah Desa atau dengan penyebutan nama lain kampung sebagai Pemerintah 
Kampung adalah sebagai lembaga pemerintahan di kampung memiliki peranan penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan kampung. Artinya keberadaan lembaga Pemerintah Desa atau 
penyebutan nama lain adalah Kampung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa 
pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan kampung dan kepala kampung adalah mitra sejajar 
dalam pemerintahan kampung. Bukan sebaliknya, sebagai rival dalam pemerintahan. Peraturan 
Kampung merupakan instrumen hukum yang terkait dengan tata pemerintahan di Kampung. Hal ini 
sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan 
pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup kampung-
kampung khususnya di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Sehingga  
keberadaan pembentukan “Peraturan Kampung” merupakan wahana melaksanakan demokrasi di 
kampung guna mengakomodir serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk “Peraturan 
Kampung” sebagai tertib ketertiban dan keamanan kampung dalam menunjang penyelenggaraan 
pembangunan kampung kedepan, demi kesejahteraan warga masyarakat kampung di Kabupaten 
Jayapura 

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur 
Kabupaten Jayapura yang mana sebagian besar dari masyarakat Asei Besar masih belum memahami 
tentang penyelesaian sengketa tanah adat dan kepada pihak siapa yang dapat membantu untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh para pihak didalam kampung tersebut dan adapun juga 
dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri. 

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdi menganggap penting 
untuk melakukan sosialisasi hukum tentang peran kepala kampung dalam penyelesaian sengketa 
tanah adat di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, hal ini dikarenakan 
adanya kesesuaian antara ilmu yang dimiliki pengabdi dengan permasalahan yang dialami oleh mitra. 

 
METODE 

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui 
ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 juli 2024 di Balai Kampung Asei 
Besar. Materi diberikan oleh Dosen dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih 
untuk memberikan pemahaman tentang peran kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah 
adat. Selain itu juga Melakukan pendampingan bersama kepala kampung dan masyarakat setempat 
untuk mengetahui dan memahami peran kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kampung Asei Besar merupakan daerah wisata baru yang terletak di Distrik Sentani Timur, 
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua yang berbatasan dengan Kota Jayapura. Di mana masyarakatnya 
hidup, bertempat tinggal dan beraktivitas di lokasi atau tanah yang merupakan turun-temurun dari 
nenek moyangnya. Kampung Asei Besar terletak di sebelah Timur Kota Sentani dengan jarak sekitar 
15 km yang dicapai dengan menggunakan perahu motor tempel/perahu tradisional dan menggunakan 
jalan darat dengan menghubungkan kampung Asei Kecil. Wilayah administrasi Kampung Asei Besar 
dibagi 2 (dua) Rukun Wilayah/RW yaitu RW I dan RW II. Seorang Kepala Desa/Kampung yang sebagai 
pemimpin dianggap adil, apabila dirinya dapat menjaga harmoni dari pola interaksi sosial, yang 
merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan puas apabila terwujud bersatunya warga masyarakat 
dengan pemimpinnya. Pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. 
Disamping itu seorang penguasa harus memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. 

Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara alternatif (non litigasi) perlu dilakukan sebagai 
bentuk kemandirian dan keistimewaan desa/kampung dan secara tidak langsung akan lebih 
mengefesiensikan suatu perkara agar tidak semakin menumpuk di pengadilan. Kepala Desa/Kampung 
yang berperan sebagai hakim perdamaian bagi masyarakatnya merupakan suatu sarana untuk 
membuat suatu hukum yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum agar masing-masing 
menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, 
hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum itu sendiri. Peran 
pemerintah Desa atau dengan penyebutan nama lain Kampung sebagai Pemerintah Kampung adalah 
sebagai lembaga pemerintahan di kampung memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan kampung. Artinya keberadaan lembaga Pemerintah Desa atau penyebutan nama lain 
adalah Kampung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari 
pemerintahan kampung dan kepala kampung adalah mitra sejajar dalam pemerintahan kampung. 

Kampung Asei Besar status penguasaan tanah adat bersifat komunal dan juga perorangan, 
dimana pemanfaatan hak ulayat dilakukan oleh para warga sebagai anggota kelompok masyarakat 
hukum adat (baik teritorial maupun genealogis). Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan 
menggunakan sebagai tanah kepunyaan bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga. Penguasaan 
hak dapat berlangsung sementara waktu, biasa dilakukan sampai tanpa batas waktu (hak milik) secara 
individu. Kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan secara kolektif atau kelompok 
tidak ada, namun hal itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menginginkannya. 

Secara umum, penanganan mengenai sengketa dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, 
Penyelesaian melalui litigasi (Pengadilan) dan Penyelesaian melalui non litigasi (di luar Pengadilan). 
Kedua pihak yang bersengketa dapat memilih jalur mana yang akan diambil dalam penyelesaian 
masalah mereka, karena perkara pertanahan tidak hanya sebatas perkara pidana, hak keperdataan, dan 
Tata usaha negara, bahkan di peradilan agama pun (Seperti misalnya sengketa tanah warisan dan 
tanah wakaf) juga ada. Sehingga pihak bersengketa berhak dengan leluasa memilih bagaiamanakah 
penanganan masalah yang dialami : 
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui 

pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa 
yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur 
dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa 
di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 
mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa 
melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Dalam penyelesaian sengketa, 
termasuk sengketa tanah sudah pasti akan lebih baik mengutamakan pencegahan (Preventif) dari 
pada menyelesaikan (Represif) artinya pada saat melakukan pembelian atau melakukan prosedur 
pendaftaran tanah harus dilakukan secara selektif, dengan mengecek kepemilikan pada instansi 
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terkait. Namun ada saja kemungkinan masalah yang muncul akibat cacat administrasi dan 
pengecekan yang kurang akurat.Sehingga tidak dapat dibukti kebenaran data yang ada, disinilah 
terjadi sengketa dan sudah menjaddi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. 
Pemerintah memang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pencegahan terjadinya tumpang 
tindih atau permasalahan pertanahan yang lainnya. Usaha pencegahan ini diantaranya dengan 
ketegasan memberlakukan ketentuan dalam penerapan hukum pertanahan. Pengadilan 
merupakan wadah untuk mencari keadilan untuk semua permasalah perselisihan hukum, 
termasuk perselisihan pertanahan.Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengadilan tidak bisa 
menolak semua gugatan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan apapun. 

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi, kita telah 
mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang 
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan 
penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa Laura Nader dan 
Harry Todd, mengemukakan beberapa alternative untuk prosedur penyelesaian sengketa yang ada 
dalam masyarakat, yaitu : 
a. Mediasi (mediation), dengan cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang 

berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini tidak dapat ditentukan 
oleh kedua pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu.Apakah 
mediator hasil pulihan kedua pihak, atau karena ditunjuk oleh yang mempunyai kekuasaan, 
kedua pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa dari seorang mediator akan 
digunakan dalam upaya mencari pemecahan.. 

b. Arbitrase (arbitration), dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara 
pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula setelah setuju bahwa mereka akan menerima 
keputusan dari arbitrator itu. 

c. Perundingan (negotiation), dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. 
Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, 
tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua pihak berupaya untuk saling 
meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan 
bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada. 

d. Paksaan (coercion), satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Ini bersifat unilateral. 
Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada 
umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai. 

e. Membiarkan saja (lumping it), pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam 
upaya untuk menekan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja 
masalah atau isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya 
dengan pihak yang dirasakannya merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan 
seperti kurangnya informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke 
pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan, atau sengaja tidak di proses ke pengadilan 
karena diperkirakan bahwa kerugian lebih besar dari keuntungannya (dalam arti materiil 
maupun kejiwaan). 

f. Mengelak (avoidance), pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-
hubungan dengan pihak yang dirugikan, memilih untuk sama sekali untuk menghentikan 
hubungan tersebut . Misalnya dalam hubungan bisnis, hal semacam ini dapat terjadi. Dengan 
mengelak, maka isu yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.  

g. Peradilan (adjudication), di sini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri 
pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak 
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membuat keputusan dan menegakan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan 
dilaksanakan. 

Peranan Kepala Kampung di kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura 
sangatlah penting berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kehidupan masyarakat 
adat di Kampung Seorang Kepala Kampung dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memegang 
kepemimpinannya sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, jika 
ada masalah atau sengketa sesama masyarakatnya maka wajib kepala kampung sebagai penengah 
untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut, oleh karena itu maka musyawarah adat 
dibutuhkan untuk menentukan kebijakan seorang kepala kampung. 

Kenyataannya yang ada didalam masyarakat adat di kampung Asei Besar Distrik Sentani 
Timur Kabupaten Jayapura yang menyebabkan sengeta tanah adat yaitu adanya tumpang tindih 
kepemilikan tanah adat baik tanah tersebut digunakan untuk pribadi seperti tempat tinggal atau 
tempat berteduh maupun tanah tersebut digunakan secara berkelompok atau bersama seperti 
tempat bertani dan pengembalaan ternak, dimana sesama masyarakat adatnya ada yang 
mangklaim itu merupakan tanahnya sedangkan dari pihak yang lain juga menyatakan bahwa 
tanah tersebut merupakan miliknya, maka terjadilah sengketa tanah adat tersebut. 

Sedangkan menurut tim pengabdian didalam masyarakat hukum adat di kampung Asei Besar 
Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura pada umumnya terjadinya sengketa dikarenakan dalam hal 
penguasaan dan kepemilikan tanah adat berasal dari faktor internal, jika dari faktor internal maka para 
pemimpin adat/kepala kampung yang berperan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam 
masyarakat adatnya, dengan menjelaskan batas-batas tanah mana yang merupakan milik bersama dari 
masyarakat adatnya misalnya untuk pengembalaan ternak, pasar, dan tempat berkebun atau bertani, 
begitupun juga mana yang merupakan milik perorangan atau individu yang dijadikan tempat tinggal 
dan berteduh dari masyarakat adatnya demi kelangsungan hidupnya sehari-hari. 

Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, 
maka Pemimpin/Kepala Adat/Kepala Kampung bertindak untuk memulihkan perdamaian dalam 
masyarakat adatnya, Peranan Kepala Kampung dalam masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan 
fungsi kepala adat karena fungsi Kepala Kampung yang ada di dalam masyarakat adat di kampung 
Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut: 
a) Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertingkah laku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang 
bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat 

b) Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara 
dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat 
dan hukum adat. 

c) Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. 
Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga 
hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. 

d) Memperhatikan setiap keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan 
tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua 
anggota masyarakat. 

e) Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, 
menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Kepala Adat/Kepala Kampung 
adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat adatnya bersandar untuk menyelesaikan 
masalahnya. Jika diselidiki peranan Kepala Kampung dalam masyarakat memang banyak yang 
meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah 
hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan 
Kepala Adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam 
masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. 
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Gambar 1. 
Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kampung Asei Besar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 
Penandatanganan berkas pengabdian oleh Kepala Kampung Asei Besar 

 
KESIMPULAN 

Melalui kegiatan pengabdian tentang peran kepala kampung dalam penyelesaian sengketa 
tanah adat di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, pada awalnya 
masyarakat setempat terlihat masih kurang minat karena kurang pahamnya penyelesaian sengketa 
tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi setelah dijelaskan dan 
memahami materi yang diberikan oleh team pengabdian maka masyarakat di Kampung Asei Besar 
dapat mengetahui peran kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari 
masyarakat hukum adatnya. Oleh karena itu bagi Kepala Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur 
Kabupaten Jayapura jika dalam menyelesaikan sengketa tanah adat didalam masyarakat adatnya 
haruslah bersifat adil dengan tidak memihak salah satu pihak sehingga tercipta suasana yang aman, 
tenteram dan damai. Begitupun juga bagi masyarakat hukum adat kampung Asei Besar jika hendak 
menggunakan tanah tersebut baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok alangkah baiknya di 



Victor Th. Manengkey et al, Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian 
Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura 

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license 

      Hal | 5148 

bicarakan terlebih dahulu dengan kepala kampung dan juga masyarakat setempat sehingga status dari 
tanah adat tesebut jelas agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. 
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